KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 548 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan
transparansi dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024
serta terlaksananya penyaluran anggaran
operasional badan adhoc dalam pelaksanaan
tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mesuji Tahun 2024;

bahwa berdasarkan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang

pertimbangan

Penetapan Besaran Operasional Badan Adhoc
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2015;
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
89/PMK.05/2016  Tentang  Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk
Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi
Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun
2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024;



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang  Perencanaan = Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan,;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 20 19 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupatén/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petujuk
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Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan
Barang/Jasa dan Honorarium
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati
| dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor
: SP DIPA - 076.01.2.680718/2024 Tanggal 06
Maret 2024.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG
PENETAPAN BESARAN OPERASIONAL BADAN
ADHOC PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MESUJI TAHUN 2024
KESATU : a. Anggaran Operasional Badan Adhoc dibayarkan
selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Juni
2024 s.d. Januari 2025;

b. Besaran Operasional Badan Adhoc sesuai
dengan rincian di bawah ini :

1) Besaran Operasional PPK (Panitia Pemilihan
Kecamatan) adalah senilai Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dibayarkan selama 2 (dua
bulan), sedangkan untuk 6 (enam) bulan
lainnya dibayarkan dengan nilai RP.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2) Besaran Operasional PPS (Panitia
Pemungutan Suara) adalah senilai Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

dibayarkan selama 2 (dua) bulan sedangkan

senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus

untuk 6 (enam) bulan lainnya dibayarkan
lima puluh ribu rupiahj.
|



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2024 dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau
perubahan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 2 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

FEBRA OKA MAHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/o /ﬂBUPAQ‘EN MESUJI

{ SERY P?‘Iaﬁ 3 Hbaglan Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rﬁﬁ?M'elinasari



